PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA by Astri, Isti Latifah
  
 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE 




Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 















FAKULTAS HUKUM  




PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE 




Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 














FAKULTAS HUKUM  


























Motto :  
Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. 





















Motto :  
Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. 



















Nama : Isti Latifah Astri 
NIM : 201610110311225 
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE 
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA 
NARKOTIKA 
Pembimbing : Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum 
Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum 
Justice Collaborator merupakan istilah baru dalam proses peradilan pidana di 
Indonesia. Justice Collaborator adalah seorang tersangka, terdakwa atau terpidana 
yang dapat bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak 
pidana tertentu. Dalam konteks tindak pidana narkotika, Justice Collaborator 
memiliki peranan penting dalam mengungkap sindikat narkotika karena selama ini 
adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana yang belum mampu mengungkap, 
melawan dan memberantas tindak pidana yang sifatnya terorginisir. Oleh karena itu 
Justice Collaborator berhak mendapat perlindungan. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban Justice Collaborator tindak 
pidana narkotika serta kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap Justice 
Collaborator tindak pidana narkotika di masa mendatang. Adapun metode 
penelitian yang digunakan dalam mengkaji hal ini yaitu dengan pendekatan yuridis 
normatif. Pada dasarnya pengaturan mengenai perlindungan Justice Collaborator 
di atur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan untuk kewajiban 
di atur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Namun ketentuan tersebut memiliki beberapa 
kelemahan terutama bagi Justice Collaborator tindak pidana narkotika. Oleh 
karena itu, dibutuhkan kebijakan formulasi hukum demi mendapatkan bentuk 
perlindungan hukum yang ideal sehingga asas kepastian hukum dapat terwujud. 











Name : Isti Latifah Astri 
NIM : 201610110311225 
Tittle : LEGAL PROTECTION OF JUSTICE 
COLLABORATORS IN NARCOTICS CRIMES 
Advicer : Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum 
Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum 
Justice Collaborator is a new term in the criminal justice process in Indonesia. 
Justice Collaborator is a suspect, defendant or convict who can work together with 
law enforcement to uncover a particular crime. In the context of narcotics crime, 
Justice Collaborator has an important role in uncovering narcotics syndicates 
because so far there are weaknesses in the criminal law system that have not been 
able to uncover, fight and eradicate organized crime. Therefore Justice Collaborator 
has the right to get protection. The purpose of this study is to determine the rights 
and obligations of the Justice Collaborator for narcotics crime and the policy of 
formulating legal protection against Justice Collaborator for narcotics crime in the 
future. The research method used in assessing this is the normative juridical 
approach. Basically, the provisions concerning the protection of Justice 
Collaborator are regulated in Article 5 Paragraph (1), Article 10 and Article 10A of 
Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, while 
for obligations stipulated in Article 30 of Law Number 31 of Year 2014 concerning 
Witness and Victim Protection. However, this provision has several weaknesses, 
especially for the Justice Collaborator of narcotic crime. Therefore, a legal 
formulation policy is needed to obtain the ideal form of legal protection so that the 
principle of legal certainty can be realized. 
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